
DAFTAR PUSTAKA 

 

BUKU 

Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi, (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2011). 

Adami Chazawi,” Hukum Pidana Korupsi di Indonesia”, (Depok: rajawali 

Pers, 2019). 

Andi Andi Hamzah, “Korupsi di Indonesia”,(Jakarta: Sinar Grafika,1991) 

Hamzah,”Asas-Asas Hukum Pidana”,(Jakarta:Rineka Cipta,2020). 

Ateng Syafrudin, “Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara Yang 

Bersih Dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia,Edisi IV, (Bandung: 

Universitas Parahyangan, 2007). 

Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 1990). 

Bambang Widjojanto, Abdul Fickar Hadjar, “Praktik Hukum Acara Pidana 

I”, (Jakarta: Universitas Trisakti,2020). 

Fitra Arsil, “Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep Dan Saling 

Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara” (Depok: PT 

Raja Grafindo Persada, 2017). 

Ganjong, “Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum”, (Bogor: Galia 

Indonesia,2007). 

Haryatmoko, “Etika Politik dan Kekuasaan”,(Jakarta: Kompas,2003). 

H.Agus Kasiyanto,”Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang 

& Jasa”, (Jakarta,Kencana,2018). 

H. Budi Parnomo, “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana 

Korupsi”, (Malang: Inteligensia Media,2020). 

H. Haswandi,” Tanggung jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan 

Ahli Warisnya”,Jakarta , Kencana,2023). 

Henry Campbell, “Black’s Law Dictionary, Edisi VI”,(West Publishing: 

St.Paul Minesota,1990). 

Hotma P. Sibuea & Dwi Seno Wijinarko, “Dinamika Negara Hukum”, 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2021). 

Indriyanto Seno Adji,”Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum 

Pidana”,(Jakarta:CV Diadit Media,2007). 

Indroharto, “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara” (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1993). 

Kewenangan Penyidik.., Timothy Pangihutan, Fakultas Hukum, 2024



Jihan Ekishavitri,” Efektifitas Penerapan Sanksi Tambahan Guna 

Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Di 

Pengadilan Jambi”, (Tesis: Universitas Batanghari,2023). 

Jimly Assihiddiqie dan Ali Safaat, “Teori Hans Kelsen Tentang Hukum”, 

(Jakarta: Konstitusi Press,2021). 

Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia” (Jakarta: 

BPHN,2012) 

Jimly Asshiddiqie, “Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca 

Reformasi”, (Jakarta: Buana Ilmu,2007). 

Katrina Siagian,” Rekonstruksi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terkait 

Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, (Tesis: 

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2022). 

“Kebijakan Mendukung Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi.”(Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI,2014). 

Lilik Mulyadi,”Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”,(Bandung, 

PT.Alumni,2011). 

Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Cetakan ke-2, (Jakarta: 

Gaya Media Pratama, 1988). 

Moh.Mahfud MD, “Dasar& Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, (Jakarta: 

PT Rineka Cipta,2001). 

Muhammad Tahir Azhary “Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-

prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, Implementasinya pada Periode 

Negara Madinah dan Masa Kini”,(Jakarta: Prenada Media Group,2003). 

Muhammad Yamin, “Tindak Pidana Khusus”, (Bandung,CV Pustaka 

Setia,2012). 

Murdia,” Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengembalian 

Keuangan Negara Berbasis Prinsip Restorative Justice”, (Tesis: 

Universitas Lampung,2023). 

Nur Basuki Winanmo, “Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana 

Korupsi”, (Yogyakarta, Laksbang Mediatama,2008). 

Oman Susmana, “Konsep Negara Hukum”, (Malang: Universitas 

Muhammadiyah Malang Press,2016), 

O. Notomihardjo, “Makna Negara Hukum”, (Jakarta: Badan Penerbit 

Kristen,1970) 

Kewenangan Penyidik.., Timothy Pangihutan, Fakultas Hukum, 2024



Pedoman Penulisan Tesis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, (Jakarta: 

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,2023). 

Perkasa Alam,” Analisis Tentang Kewenangan Kelembagaan Yang Berhak 

Melakukan Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian 

Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, (Tesis: Universitas 

Bhayangkara Jakarta Raya,2021). 

Ridwan HR, “Hukum Administrasi Negara”, (Jakarta: Rajawali Pers,2006). 

Robert Klitgaard, “Membasmi Korupsi”,(Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia,2001). 

Sabian Utsman, “Metode Penelitian Hukum Progresif”,(Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2014). 

Selfianus Laritmas, Ahmad Rosidi,“Teori-Teori Negara Hukum”, (Jakarta: 

Kencana,2024). 

Soerjono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar”,(Jakarta: Raja 

Grafindo,2012). 

Sukarno Aburaera dan Muhadar, “Filsafat Hukum”, (Jakarta: Mahkamah 

Konstitusi,2015). 

Suyanto,” Pengantar Hukum Pidana”, (Yogyakarta: CV Budi Utama,2018). 

S.Wojowasito, “Kamus Umum Belanda Indonesia”,(Jakarta: PT 

Ichtiar,1999). 

Tommy Tri Yunanto,” Pengembalian Kerugian Negara Dan Implikasi Dalam 

Proses Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh 

Kepala Desa”, (Tesis: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,2023). 

Yusa Djuyandi, “Pengantar Ilmu Politik”, (Jakarta: Rajawali Pers,2017). 

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 butir 3. 

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

 

Kewenangan Penyidik.., Timothy Pangihutan, Fakultas Hukum, 2024



 

JURNAL 

Ahmad Syauki,dkk. “Corruption: Not A Taboo For Indonesians?”, Jurnal 

Hukum Universitas Janabadra,2022. 

Daniel Aditia Situngkir, “Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan 

Dalam Ilmu Hukum”, Jurnal Ensiklopedia,2023. 

Mawardi Khairi. “Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum 

Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum.” Jurnal Hukum dan 

Bisnis, 2019. 

Moh Gandara, “Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat”, Jurnal Hukum 

Khazanah, Vol.2,2020. 

Nandha et.al. “Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial”. Jurnal 

Antikorupsi.2022. 

Fauzi Iswari,” Aplikasi Konsep Negara Hukum dan demokrasi dalam 

Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia”, Jurnal Cendekia 

Hukum,2020. 

Frassminggi Kamasa, “Kejahatan Kerah Putih, Kontraterorisme dan 

perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara Dalam Bidang Ekonomi”, 

Jurnal Kementrian Luar Negeri RI,2014. 

Kholiq et.al,”Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara 

Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim”, Jurnal Hukum 

IUS QUIA IUSTUM No.2. 

Rokilah, “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtstaat dan Rule of Law”, 

Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1,2020. 

Sunarto, “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, 

Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45, No. 2,2016. 

 

INTERNET 

Transparency International,”Corruption Perception Index”. 

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Pusat Edukasi Antikorupsi” 

www.antikorupsi.org. 

www.KPK.go.id. 

 

 

 

 

Kewenangan Penyidik.., Timothy Pangihutan, Fakultas Hukum, 2024

http://www.antikorupsi.org/
http://www.kpk.go.id/

	DAFTAR PUSTAKA
	BUKU
	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
	JURNAL
	INTERNET



